LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BAN GGAL
NOMCR 15 TAHUN 2001 SERT A NOMOR 2
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAL
NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

-

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II
BANGGAT NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGEGAL

Menimbang i o bohwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubchen atas Undang - undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentana Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah maka , Pajak daerah sebagai salah
satu sumber pendapatan daerah perid disesuaikan

dengan.perkembangaen masyarckat ;

b. bahwa Peraturan Daerch Kebupaten Banggai Nomor. 3
Tahun 1998 khusus Pasal 2 ayat (3) huruf a dan
Pacal B huruf a perlu diadckcn perubchan sesual
dengan perkembangan dewasa in
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b
diatas, perlu mengatur kembali Pajok Hiburan yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat . 1. Undang = undang Nomor 29 Tahun 1959 tfentang

Pembentukkan Daerah - daerch Tingkat II di
Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;

2. Undana - undang Nemor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3209):

3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang
per‘fllmcn ( Lembaran Negar‘a Tahun 1992 Nomor 32,
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Nomor 14

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai o
Neger! Sipil

Tehur 1838 tentang Penyidik Pegawai
Caerah Tingkat II Banggai.

7

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20

' ’ »
Tanun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai

Dengar Persety juan
DEWAN PERWAKTL AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAL

[)
MEMUTUSKAN

Menetapkan | PEQATURAN DAERAH  KARUPATEN  BANGGAI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAM TINGKAT II  BANGGAIL
!\‘vrAvA\OQ 3 T'A\l II\-}I\‘] 19/8 TE!\J 1 :Au V‘G PIA\JIAlI\ . IIBI\JIRAI “

dAnAA vy

( Lembaran uocmn Tahun 1598 Nomor 4 SERI A Nomor 4 ), diubah
A. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d diubah
sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dennan

- - ——rigye

pupaten Banggqai ;

o ¢
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P
ajak hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan
Daerah atqas

lanU. ran

penyelenggaraan hiburan ;
d hnn uuluh Oamda JC-;‘ is p"vrlulljukan, dau G
" hama dan bentuk apapun yang ditonton ataul dinikmati o

c:
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setia
P orang dengan dlpungu t bayaran, tidak termasuk penggunaan
Tasilitas untuk oer‘omnrugu y

-0

menve in
nye'enggarakon hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri
ngannya :

an atas pihak lain yang men jadi tang
yang fengnadiei

iy W pengunjung adaleh setiap ora
Ty nicuUran UVI‘*‘II!/ mcl]hc+ 2 P atau men dunyu- atau

[O161 8]

menikmatinya atay menggunaken fasilitas yang disediakan oleh

Denly:alenqqqm karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk

st N
MmelaKkuKan rl.lgds pcﬁgquban ¢

LQIQ

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupatern Bariggai ;

Surat Pemberifchucn Pajak Daerch yang celanjutnya disingkat

SP.D adalah  surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporikan peng hTungan dan / atau pembayaran Pajak Ob jek

Pajak dan / atau bukan Cbjek Pajak, dan / atau farta daii

kewajiban, menurut menurut Peraturan Perundang - undangen

Pernajakan Daerah

Surat Setoran Pajak Doerah, yang selanjuinya disingkat SSFD,

adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakuran

pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Daerach

adalah surat ketetapan Pajak ya.,g ﬂ?nen’rukan besarnya juimlah
nokak naiak.
rFeeTeorTy
Surat Ketetapan Palak Daerah Kurang Bavar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat kefetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumiah Pokok pajok, jumlah krecit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi admistrasi,
kekurangan pembaya ;
dan jumiah yang masih harus dibayar
. -+ | |
Sur‘aT Ke"rerapun Pajak Oaeran Kurang Bayar Tamoanan yang
\ [l B N ala] I~ ~ AN hﬂlﬂl’
selanjutnys disingka® SYPDYDRT, adalah surat ketetapan pgjox
mbhahan atas  jumlah  najak  yang teloh
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p.  Surat Ke're‘raoan Pajok Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalsh surat ketetapan pajoK yang
Mmenentukan  jumlah kelebihan Ked a.ap" aigk Dasrch Leoin
Bayar, Yang dapet pembayaran pajok karena ju mlah kredit pajok
lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya
+er'u+an9 ;

3. Surat Kete Yapan Pajok Daerah Nihil, yang sc!an'uf""" disingkat
SKPDN, adaloh surat ketetapan pajok yang menentukan jumlah
pokok pajok sama bzsar‘nyq dengan jumiah krchT pajak atau pa ajak

tidak Terutang dan tidak ada kredit pajak ;

Surat Tagihan Pajek Daerch yang selanjutnya disingk kat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan na Jak dan / atau sanksi
administrasi berupa bunga dan / atau denda .

73

Pacal 2
rasal £ oayat (3)

berikut

huruf o ditambel

Voo

a. Pertun lukcxn Fiim, penayangan, ‘rekaman video dan se jenisnya yang

dikomer silkar

Pasal 5 huruf a diubah : huruf g tarifnva dinaikkan sehingga

Keselur‘unqn Pasai 5 hur‘u‘r a sampal dengan hU!‘UT K DEZI"DUHYI SGDGQGI

b o.alls
oer |r\un

a. Untuk

1514 o ni s hDV‘+IIYl Illl(ﬂn An Uonnmnlnn timiim mth\ﬂllHﬂL(ﬂY\ cargnn
d rw- LR d-u\-\“ SENAL T (AN VAT INATNAT T St i THSPl iyl ansall oA Al

film seluloid, rekaman video dan sejenisnya yang dikomersilkan
difetapkan S
4 Dicaline Aalac e A U-L,.._... saleana, 2R ¢ [Tian wiihile laaa
4. Divo }J VUiV Iyu [ la) ainiu sepecoul ~ /0 llyu PUIUTI Hinwu

hor'can\

Fe ==t
2. Bioskop Golongan A sebesar 30 % (Tiga puluh persen).
3. Bioskop Goiongan B sebesar 25 % (Dua puluh iima persen)
4. Bioskop Golongan € sebesar 20 % (Bua puluh parsen)
B. Rioskon Golongan D srzbesar 15 % (Lima belas nersen)

Bioskop keliling sebesar 10 % (Sepuluh persen).

N oo

Penjualan / Penyewaan sebesar‘ 25 % (Dua puiuh 'ma persen)

sertunjukan  sirkus, pameran  senl, pameran busana, kontes
kecantikan sebesar 25 % ( Dua puluh lima nersen ).

c. Untuk perTun 1ul<c1n pcrqelarcm musik dan tari lecTcpran sebesar

20 % { Dua pUlurl persen ).
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Untuk diskotik, disko bar ditetapkan sebesar 30 % (liga puluh

Persen),
2. Untuls toms )
: Dn:.:n Karaske dlfe’rapkan sebesar 25 % { Dua puluh lima persen )
' nt
1Tuk klab malam ditetankan 25 % ( Tiaa puluh lima nersen ).
9. Untuk permaj i N . VLR Yy e
: nan biilyard ditetapkan sebesar 35 % ( Tiga puluh lima
persen ) !
i ll,’\+u|‘ NS .
| ;a;m PEFmainan ketangkasan dan sejenisnya ditetopkan sebesar
9 T jer 1130 a G4
< (
U > ( Dua nuluh |ima persen ).
ntu . | ) . o . )
K panti pijat ditetapkan sebesar 25 % ( Dua puiuh iima
persen ) ! . .
i U ES . . |

puluh lima hersen )
k. P ' - . , IV .
ertandingan  Olah raga ditetapkan sebesar 20 % ( Dua pulun

persen ),
PASAL II
Dooim = N - [ H
rerdiuran vaeran ini mglaj ber'hku p&da Tdr'lgv.‘a} Cx'|u'r'|dclr'|9=<d'r'l
Agar  semuaq orang  dapat  mengetahuinya,  memerintahkan

pengundangan Perafuran  Daerah  ini  dengan penempatannya daiom

| sl mieaia N o I .
LEMpai*an udei*an KCA[GUPGT‘—‘H gﬁﬁggﬁi.

BUPATI BANGGAT

SUDARTO

‘M SALEMH AKUM
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